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ingkatkan yang sudah kita
capai, kemudian melakukan
koreksi, perbaikan terhadap
hal-hal yang kita anggap tidak
atau kurang tepat. Sehingga
apa yang kita targetkan dapat
dicapai pada tahun 2020 men-
datang,” kata Wagub.

Mantan Bupati Mempawah
tersebut mengapresiasi ki-
nerja Pemerintah Kabupat-
en (Pemkab) Kapuas Hulu,
karena sudah semakin baik.
Kinerja yang semakin baik
inilah, yang menurut dia,
menjadikan pemerintahan
setempat mendapat penila-
ian laporan keuangan bisa
meraih predikat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK-RI. -

Pemkab Kapuas Hulu -

menggelar Musrenbang den-
ganmengangkat tema: Menu-
Jju Kapuas Hulu Mandiri. Keg-
iatan ini juga dihadiri Wagub
Ria Norsan beserta jajaran

Organisasi Perangkat Daerah -

- (OPD) Provinsi Katbar, OPD ~dalan aplikast e-planning.

Kabupaten Kapuas Huly, ja-
jaran Forkopimda, pimpinan
BUMD, dan Lembaga Swa-
daya Masyarakat.
Dalam kesempatan itu,
Bupati Kapuas Hulu Abang
Muhammad Nasir mengata-
kan, Musrenbang tahun 2019
ini merupakan tahapan dalam
proses penyusunan RKPD.
“Tujuan yang kita capai yakni
untuk mendukung koordinasi
antarpelaku pembangunan,
sinkronasi data usulan yang
dimulai dari desa, kecamatan,
dan OPD,” kata Nasir.
Disampingitu, diharapkan
dia, menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara per-
encanaan, penganggaran
pelaksanaan, dan penga-
wasan. Nasir menjelaskan,
pelaksanaan Musrenbang
ini merupakan lanjutan dari
Pra-Musrenbang forum OPD
dan hasilnya sudah di-input

Bupati menegaskan, setiap
daerah wajib melaksanakan
Musrenbang secara berjen-
jang, untuk menyerap aspi-
rasi masyarakat. “Musren-
bang merupakan instrumen
penting untuk menghasilkan
RKPD yang tidak lepas dari
RPJMD Kapuas Hulu 2016 -
2021, kata Bupati.

Forum Musrenbang ini,
diakui dia, sangat penting
untuk penajaman visi-misi
dan program pembangunan
ke depan. Diungkapkan dia
bahwa RKPD mempunyai
peran dan fungsi strategis
dalam penyelenggaraan pe-
merintahan daerah. “Doku-
men RKPD harus memiliki
kaitan dengan RPJMD untuk
memastikan keberlanjutan
pembangunan,” kata Bu-
pati. :
Beberapa strategi dalam
penyusunan RKPD, sebut

dia diantaranya menerapkan  padawilayah tertentu, namun

prinsip efesiensi, efektifi-
vas, dan transparansi. Seba-
gaimana dipahami, tambah
Nasir, RKPD tahun anggaran
2020 menjadi dasar untuk
menyusun APBD di 2020. “Be-
berapa hal yang perli men-
jadi perhatian, penyusunan
RKPD harus sesuai dengan
rencana penganggaran 2020,
dengan menggunakan sistem
e-planning dan e-budgeting,’
pintanya.

- Menurutnya, reformasi
birokrasi dan tata kelola pe-
merintahan palingfundamen-
tal. Hingga saat ini, ditegas-
kan dia bahwa Pemkab terus
berupaya dalam menerapkan
tata kelola pemerintahan
yang bersih, serta pelayanan
publik yang maksimal. “Kita
juga menekankan pemban-
gunan ekonomi kerakyatan
yang berbasis potensi daer-
ah, yang tidak hanya terjadi

harus sampai ke pelosok dan
daerah perbatasan,” ucap
Nasir. :

Sehingga ke depan, di-
harapkan dia agar pem-
bangunan ekonomi di Ka-
puas Hulu adil dan merata,
memiliki pilihan dalam
meningkatkan pendapatan
dan taraf hidup yang layak.
Nasir juga menyampaikan
bahwa pemerintah layanan
pendidikan dan kesehatan
terus ditingkatkan, kemu-
dian infrastruktur dasar yang
menjadi akses penting bagi
masyarakat. x

“Kita harapkan strategi

‘pembangunan Kapuas Hulu

terintegrasi dengan provinsi

-dan pusat, maka kita perlu

saran dan masukan, agar
penyusunan RKPD 2020 bisa
mengakomodir kepentingan
masyarakat,” pungkasnya.
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